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PROVINSI JAWA BARAT 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 20 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERU BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA 

PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu diberikan Tunjangan 
Kesejahteraan dan Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang 
disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia atas laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 33.C/LHP/ 
XVIII.BDG/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 pemberian bantuan 
bahan bakar minyak bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya harus dibuktikan dengan adanya 
tanda bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tunjangan 
Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun Anggaran 2014. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linglrungan 
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Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3363); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
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Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4592); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah' 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional ; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; 
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Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 13 
Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tasikrnalaya, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 3 Tahun 
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2007 
Nomor 3); 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikrnalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikrnalaya 
Tahun 2008 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERU BAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun Anggaran 2014 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas 
jabatan berikut biaya pemeliharaannya. 

(2) Alat kelengkapan DPRD dapat diberikan Kendaraan Dinas Operasional 
berikut biaya pemeliharaannya. 

(3) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas dibebankan ke dalam belanja 
Sekretariat DPRD. 

(4) Pimpinan DPRD diberikan bantuan bahan bakar minyak jenis pertamax 
atau solar dex (bahan bakar minyak non-subsidi) paling tinggi perbulan 
sebagai berikut: 

No. Jabatan Sebesar 
(Rp.) 

1. Ketua 7.260.000,00 
2. Wakil Ketua 4.840.000,00 
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(5) Alat kelengkapan DPRD diberikan bantuan bahan bakar minyak jenis 
pertamax atau solar dex (bahan bakar minyak non-subsidi) paling tinggi 
perbulan sebagai berikut : 
No. Alat Kelengkapan Sebesar 

(Rp.) 
1. Komisi 4.840.000,00 
2. Badan Anggaran 2.860.000,00 
3. Badan Kehormatan 2.860.000,00 
4. Badan Legislasi 2 .860.000,00 

(6) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
dibuktikan dengan tanda pembelian yang sah. 

Pasal II 

Peraturan Bu pati ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 1 Agustus 2014. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 1 uli 201 4 

SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 1 Juli 2014 

BUPATI TASIKMALAYA, 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOM OR 2-D 


